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PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KOTA PEKALONGAN PERUBAHAN PERWAL NOMER 58 TAHUN 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

bahwa pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Daerah dalam penegakan atas
pelanggaran Peraturan Daerah perlu dilakukan
secara  terkoordinasi, terarah, |terpadu dan
berkesinambungan, sehingga menghasilkan kinerja
vang efektif dan efisien;

bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan
Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4
Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS), perlu mengatur mengenai orgénisasi dan tata
kerja Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun
2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Daerah maka perlu di adakan
perubahan Susunan Sekretariat Pq':n}ridﬂc Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan Permendagri
tersebut;

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota
Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun| 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor |76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);




Memperhatikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Pemerintahan Daerah (Lembaran N
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2
Lembaran Negara Republik Indonesia

2014 tentang
egara Republik
4, Tambahan
omor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indones
Nomor 58, Tambahan Lembaran N
Indonesia Nomor 5679);

ta Tahun 2015
pgara  Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2010 (Lembaran Negara Rep
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Le
Republik Indonesia Nomor 5145);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahu
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Il Pekalongan, Kabupaten Daera
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Ti

1blik Indonesia
mbaran Negara

in 1988 tentang
Daerah Tingkat
h Tingkat I
ngkat [l Batang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Noor 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan
Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, | dan Bentuk-
bentukPengamanan Swakarsa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2012 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5298);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Tahun 2015 Nomor 4);

Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2018 tentang
Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita
Daerah Kota Pekalongan Tahun QDIBI Nomor 58);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen

Penyidikan Tidak Pidana;




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : DRAFT PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

&

10.

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KOTA PEKALONGAN PERUBAHAN PERWAL
NOMER 58 TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kota Pekalongan.
Pemerintah Darah adalah Walikota sebagai unsur| penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom,
Walikota adalah Walikota Pekalongan. |

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI
adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
keteriban masyarakat, menegakkan hokum, serta ~memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanankepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negari.

Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pegawai Aparatur Sipil
Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintah.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan tidak pidana sesuai
undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan
dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan
pengawasan Penyidik POLRi.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.
Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitagi, administrasi,
operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.




a.
b.

Ruan
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TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

BAB II

Pasal 2

elaksanakan koordinasi pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS; dan

'I‘I.J_iuaE dibentuknya Sekretariat PPNS, sebagai berikut :

ewujudkan pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan professional

antara PPNS dengan Penyidik POLRI sesuai ruang lingkup, tugas dan

wewenang masing-masing.

prganisasi sekretariat PPNS;

Sekretariat PPNS berkedudukan di Satpol PP.

o lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

tugas, fungsi dan wewenang sekretariat PPNS; dan
penganggaran sekretariat PPNS.

ORGANISASI

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

(2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

sekretariat PPNS;
personel PPNS;

Bl AR

anggaran

sarana dan prasarana; dan

Pasal 5

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan keanggotaan:

I

pembina

pengarah

ketua

sekretaris

koordinator operasional

koordinator teknis penyidikan

anggota

: Walikota;
Sekretaris Daerah;
Kepala Satpol PP;
Sekretaris Satpol PP;
Kepala Bidang yang membidangi
Penegakan Peraturan Perundang-
undangan Daerah;

- Koordinator pengawas PPNS Kepolisian
Resor;
1. Kepala Perangkat Daerah terkait

penegakan Perda dgn Undang —
Undang sesuai dengan kebutuhan;
2. Kepala Bagian Hukum; dan
3. PPNS di Lingkungan Pemerintah
Daerah.




(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SEKRETARIAT EPNS

Pasal 6

Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi,
administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan
Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud| pada ayat (1),

k.

ekretariat PPNS mempunyai fungsi:

!

menyusun program pelaksanaan penegakan Peratuan Daerah
dan/atau peraturan perungan-ungangan,
menjadwalkan pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
merumuskan bahan kebijakan hasil pertemuan| berkala yang
mendesak;
menyusun kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
mengklasifikasikan pengaduan masyarakat;
menyusun rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah
dan/atau peraturan perundang-undangan,
menyusun rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau
peraturan perundang-undangan;

menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidi pelanggaran
Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan;
menyusun jadwal pelaksanaan gelar perkara at%as pelanggaran
Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undagan,
menyusun jadwal koordinasi penegakan Peraturan Dherah dan/atau
peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, PPNS dan
Aparat terkait lainnya; dan '

menyusun program peningkatan kapasitas sumber| daya aparatur
PPNS.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretariat PPNS mempunyai wewenang:

R

memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;

memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;

melakukan pengendalian tugas PPNS;

melakukan penilaian kinerja PPNS; dan

memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Walikota
terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

Pasal 7

ekretariat PPNS berhak mendapatkan honor dan an
egiatan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
etentuan lebih lanjut mengenai honor dan anggaran pe
jatur dalam Peraturan Walikota tersendiri dengan b
etentuan peraturan perundang-undangan.

ran penunjang

njang kegiatan
edoman pada




BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8
Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber
danad lainnya yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 58
Tahun 2018 Tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangk

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
| pada tanggal 23 Oktober 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd

|
M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH

ININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 59
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2. PAKAIAN DINAS PPNS WANITA

Keterangan:

1. Papan Nama;

2. Lencana Kewenangan
PPNS;

3. Badge Pemerintah
Daerah; dan

4. Lambang Insansi.

Keterangan:

1. Papan Nama; dan

2. Lencana  Kewenangan
FFPNS.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 23 Oktober 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap
Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 23 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH

SR ININGSIH |

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 60
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